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OUTLIN E PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN

PRESENTASI INFRASTRUKTUR PASIF

FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
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A. DASAR HUKUM




Pasal 34 A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan
kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur
telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.

(2)

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk
digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintanh Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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B. PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN

INFRASTRUKTUR PASIF



Jenis infrastruktur pasif:
(Pasal 22 ayat (2) PP 46/2021)

Penyedia infrastruktur pasif :
(Pasal 22 ayat (3) PP 46/2021)

Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Pasif :
Pasal 34B ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUCK

Kerja Sama Kewajiban Penggunaan
secara adil, Membuka Infrastruktur
wajar, non- Akses Pasif Bersama
diskriminasi

(Pasal 25 ayat (2) (Pasal 25 ayat (1) (Pasal 25
PP 46/2021) PP 46/2021) PP 46/2021)
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Kerjasama Penyelenggara Jaringan dan Penyedia InfrastrukturPasif
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1 j s Menetapkan Tarif Harga
Penyelenggara —i HRUsSAmS; » Penyedia Infrastruktur cnsrpe Nmds
Jaﬁngaﬂ ' Adil, Wajar, dan Non Pasif 1 -
‘\ Diskriminatif ! Dengan Mempertimbangkan
N & I 1 |Efisiensi Nasional
- < 4 |Pemerintah Pusat dan/ a IKondici Pasar
Y atau Pemda I ~—
Dampak Positif
2 |BUMN / BUMD — w3 |iceekonomian
2 [EUMS 4 |Kepentingan Masyarakat

Badan Hukum atau pihak
4 |lain yang di tetapkan oleh
Menkominfo

Membuka Akses

Kesinambungan Kualitas Layanan
Penggunaan Bersama
Infrastruktur Pasif

Harga wajar dan berbasis biaya

W N -

Menkominfo DAPAT
menetapkan :

Tarif batas atas harga
pemanfaatan yang wajar
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C. FASILITASI INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI



Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dapat menyediakan fasilitas
(Pasal 21 ayat (1) PP 46/2021)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memberikan fasilitasi atau kemudahan
(Pasal 21 ayat (4) PP 46/2021)
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MEKANISME PENYEDIAAN FASILITAS DAN PEMBERIAN FASILITASI
DAN/ATAU KEMUDAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH ,  PEMERINTAH
PUSAT DAERAH
2 Bangunan dan/atau :, I Right Of Way
3 Infrastruktur Pasif 2 'Akses terhadap Gedung /
'Kawasan

:Tarif sewa dan/atau
 penggunaan BMN / BMD

5 ‘Standarisasi Teknis dan
Teknologi Telekomunikasi

INSTANSI YANG
BERWENANG

3 Pungutan dan/atau Retribusi

Wajib ]
Berkoordinasi ‘
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